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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berusaha 

menerapkan good governance dengan baik. Berbagai assessment yang diadakan oleh 

lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai 

saat ini belum pernah mampu mengembangkan good governance, karena alasan itulah 

gerakan reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus telah 

menjadikan good governance masih terbatas pada praktik KKN. 

Akuntabilitas ialah elemen terpenting dalam good governance dan merupakan 

tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. Akuntabilitas 

merupakan konsep yang terkait dengan aktifitas governance yaitu dengan upaya untuk 

membentuk dan mempertahankan bentuk tatanan pemerintahan dalam konteks sosial 

(Mulgan dan Uhr, 2000). Konsep ini bermakna bentuk yang mengembangkan 

hubungan khas antara penguasa dan yang dikuasai yang didasarkan pada norma dan 

nilai yang diterapkan penguasa. Selain itu konseptual akuntabilitas dapat dipandang 

sebagai bentuk governance yang tergantung pada interaksi dan mekanisme sosial 

dinamis yang terbentuk dalam komunitas moral semacam itu. 

Pasal 3 UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan bahwa asas-asas umum 

penyelenggaraan Negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan 

Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsinalitas, asas 

profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya dijelaskan pada penjelasan 

Undang-Undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa 

setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan. Negara harus dapat 
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dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan 

dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang 

telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan adanya akuntabilitas maka dapat 

diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) 

tanggung jawab mereka terhadap pencapaian hasil. 

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi 

pemerintah, sebab pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

penyedia jasa kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. menurut Nurcholis (2005: 175-176), 

mengemukakan pelayanan publik sebagai pelayanan yang diberikan oleh negara dan 

perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya 

dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Tidak dapat dipungkiri jika persoalan birokrasi di Indonesia sangat kompleks 

dan serius. Di mata masyarakat, birokrasi identik dengan korupsi, inefisiensi, 

pelayanan yang berbelit-belit, rendahnya tingkat akuntabilitas, responsifitas, dan 

efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Dwiyanto, 2012: 228). Berbagai 

permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi tersebut merupakan serangkaian 

permasalahan yang ada dalam tubuh birokrasi baik di pusat maupun di daerah-daerah. 

Khususnya bagi daerah, otonomi daerah yang semula diharapkan untuk lebih 

mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin 

baik, justru pada kenyataannya tujuan tersebut belum mampu dijalankan dengan baik, 

yang terjadi kebijakan-kebijakan daerah tumpul di tengah jalan yang berakibat 

semakin jeleknya pelayanan publik. 
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Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel terhadap 

pengguna jasa, ditetapkan Keputusan Menteri PAN Nomor: 26/KEP/M.PAN-/6/2004 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud ditetapkannya 

petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik 

untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan. 

Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. 

Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya terletak 

sekitar 35 km dari Kota Palembang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari 

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ogan Ilir merupakan salah satu Kabupaten yang 

memiliki kemajuan yang begitu pesat. Pada tahun 2015 data jumlah penduduk 

Kabupaten Ogan Ilir yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Ogan Ilir mencapai 430.038 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 

mencapai 217.563 jiwa dan perempuan mencapai 212.475 jiwa, pertumbuhan jumlah 

penduduk mencapai 0,76% dengan kepadatan penduduk mencapai 161 jiwa/km2. 

Kemajuan tersebut seiring dengan banyaknya investor-investor yang masuk di daerah 

ini. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tentu tidak tinggal diam dalam menanggapi 

kemajuan yang terjadi sekarang ini. Dalam menanggapi hal tersebut. Pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir giat melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam bentuk fisik 

maupun non fisik, salah satunya ialah perbaikan dalam sektor pelayanan publik 

khususnya pelayanan perizinan salah satunya adalah pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). Untuk mendirikan sebuah bangunan diperlukan peraturan agar 

bangunan itu dikatakan legal oleh pemerintah. Pengaturan mengenai Izin Mendirikan 

Bagunan (IMB) di Kabupaten Ogan Ilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan 

Bangunan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Km
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ilir
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Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk 

pelayanan publik. IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang 

diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Di samping itu, IMB 

merupakan salah satu retribusi Kabupaten Ogan Ilir yang berarti sumber pendapatan 

Daerah. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Ogan Ilir yang merupakan penyelenggara pelayanan IMB harus memiliki kapabilitas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kapabilitas yang harus 

dimiliki adalah akuntabilitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 

tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma 

eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Ogan Ilir 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 

Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan bahwa untuk 

menciptakan ketertiban, keindahan dan kenyamanan terhadap bangunan di Kabupaten 

Ogan Ilir perlu dibuat pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan untuk 

meningkatkan pendapatan retribusi daerah perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.  
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Di dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pendirian bangunan dilarang tanpa 

izin Bupati antara lain: 

1. Mendirikan, mengubah atau memperluas suatu bangunan; 

2. membongkar atau memperbaiki suatu bangunan sehingga merubah bentuk dan 

kontruksi; 

3. Membuat jalan, saluran-saluran selokan-selokan pipa-pipa dan sebagainya yang 

tidak menurut frase yang ditentukan oleh Pemerintah. 

Berikut ini Perkembangan jumlah rumah/bangunan yang sudah memiliki Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2014 sampai 2016 

adalah: 

Tabel 1. Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2014 – 2016  

di Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun Jumlah Bangunan 
Bangunan yang memiliki IMB 

Unit Persen 

2014 95.606 11.261 11.78% 

2015 97.641 11.834 12.12% 

2016 98.680 12.172 12.33% 
 Sumber: DPM-PTSP Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2017 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah bangunan yang 

memiliki IMB di Kabupaten Ogan Ilir sampai tahun 2016 hanya mencapai sekitar 

12.33% dari seluruh jumlah bangunan yang ada di daerah ini. Hal ini berarti masih ada 

sekitar 87.67% bangunan di Kabupaten Ogan Ilir  yang tidak memiliki IMB. Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir perlu 

melakukan perbaikan dari segi pelayanan perizinan agar hal ini bukan yang menjadi 

faktor utama penyebab masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir tidak mau mengurus Izin 

Mendirikan Bangunan tersebut. 

Izin dimaksud harus didapatkan untuk mendirikan pabrik-pabrik, bangunan-

bangunan tempat usaha dan bangunan-bangunan yang dapat dikunjungi umum seperti 
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bangunan bioskop, bangsal-bangsal pasar, tempat hiburan, pembuatan Log gard/lantai 

beton untuk penumpukan barang industri, lapangan parkir permanen yang bersifat 

komersil maupun untuk usaha industri. Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir mekanisme atau alur pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut: 

1. Pemohon mencari informasi mengenai izin yang dibutuhkan melalui Loket 

Informasi dan mendapat formulir. 

2. Pemohon mengisi formulir dan  melengkapi persyaratan yang diminta, kemudian 

menyerahkannya ke loket pendaftaran yang sesuai dengan izin yang dimohon. 

3. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan : 

Apabila berkas telah lengkap, permohonan diterima untuk diproses dan kepada 

pemohon diberikan tanda terima/resi yang mencantumkan perkiraan waktu terbit 

izin. Apabila persyaratan belum lengkap, pemohon diminta untuk melengkapi 

persyaratannya terlebih dahulu. 

4. Permohonan yang telah memenuhi syarat kelengkapan berkas diproses di bagian 

pengolahan. Apabila diperlukan, dapat dilakukan rapat pembahasan dan 

pemeriksaan lapangan bersama dinas teknis terkait yang dihadiri pula oleh 

pemohon. 

5. Setelah melalui rapat pembahasan dan pemeriksaan lapangan, maka izin 

diterbitkan, ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diinformasikan kepada 

pemohon bahwa izin telah selesai. 

6. Pemohon membayar retribusi melalui Loket Pembayaran (khusus untuk perizinan 

yang dipungut retribusi) dan menerima kwitansi pembayaran. 

7. Pemohon mengambil surat izin yang telah selesai melalui Loket Pengambilan 

dengan membawa tanda terima/resi permohonan serta kwitansi pembayaran. 
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Adapun persyaratan administrasi permohonan surat Izin Mendirikan Bangunan 

secara umum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 

Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang berlaku; 

2. Foto copy surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah; 

3. Foto copy lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan; 

4. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga; 

5. Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi atau tanah tidak dalam keadaan sengketa 

dan diketahui Lurah dan Camat setempat; 

6. Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 (lima) rangkap dengan 

melampirkan Surat Izin Perencana Bangunan (SIPB); 

7. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 

Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) harus juga dilengkapi dengan 

spesifikasi perencanaan bangunan secara teknis. Semuanya itu dapat dilihat dari 

gambar yang diajukan oleh pemohon. Berikut ini merupakan kelengkapan minimal 

dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya yang disyaratkan dalam 

permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) disesuaikan dengan penggolongan 

meliputi: 

1. Bangunan gedung sederhana. 

a. Data umum bangunan gedung memuat informasi meliputi : 

o Fungsi/klasifikasi bangunan gedung 

o Luas lantai dasar bangunan gedung 

o Total luas lantai bangunan gedung 

o Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan 
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o Rencana pelaksanaan. 

b. Rencana teknis bangunan gedung, meliputi : 

o Gambar pra-rencana bangunan gedung, terdiri atas gambar siteplan/situasi, 

denah, tampak, dan gambar potongan; dan 

o Spesifikasi teknis bangunan gedung. 

2. Bangunan gedung sampai dengan 2 (dua) lantai. 

a. Data umum bangunan gedung; 

b. Rancangan arsitektur bangunan gedung; 

c. Rancangan struktur secara sederhana/prinsip; dan 

d. Rancangan utilitas bangunan gedung secara sederhana / prinsip. 

3. Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai dan bangunan lainnya pada umumnya. 

a. Data umum bangunan gedung; 

b. Rencana teknis bangunan gedung meliputi; 

o Gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, 

tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan gedung; 

o Gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), 

struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum struktur 

bangunan gedung; 

o Gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas gambar 

sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem pencegahan dan 

pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase, dan spesifikasi 

umum utilitas bangunan gedung; 

o Spesifikasi umum bangunan gedung; 
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o Perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih 

dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m; dan Perhitungan kebutuhan utilitas 

(mekanikal dan elektrikal) 

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terdapat di Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dalam pengurusan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). Masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini 

antara lain yaitu:  

1. Kepengurusan IMB di Kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan,  

2. Pemberian pelayanan IMB memerlukan waktu dan prosedur panjang dalam 

pengurusannya, 

3. Adanya diskriminasi dalam pelayanan oleh aparat atau petugas. 

Dari beberapa fenomena masalah di atas menjadi alasan tertariknya peneliti 

untuk meneliti permasalahan ini dan akan dijabarkan secara lebih rinci seperti dibawah 

ini: 

1. Kepengurusan IMB di Kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan 

Berikut ini disajikan data kepengurusan IMB masyarakat Kabupaten Ogan 

Ilir di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Ogan Ilir dari tahun 2014 sampai tahun 2016 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Data Pengurusan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Ogan Ilir dari Tahun 2014 – 2016 

 

No Kecamatan 
Tahun 

2014 2015 2016 

1 Muara Kuang - 3 - 

2 Rambang Kuang 5 4 1 

3 Lubuk Keliat 5 6 1 

4 Tanjung Batu 1 7 - 

5 Payaraman 10 3 - 

6 Rantau Alai - - - 

7 Kandis 3 5 - 

8 Tanjung Raja 18 76 4 

9 Rantau Panjang 2 3 - 

10 Sungai Pinang 2 - - 

11 Pemulutan 215 11 10 

12 Pemulutan Selatan 2 2 - 

13 Pemulutan Barat - - - 

14 Indralaya 225 249 200 

15 Indralaya Utara 309 195 121 

16 Indralaya Selatan 2 9 1 

Total 779 573 338 
 Sumber: DPM-PTSP Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 2, terlihat jelas pengurusan Surat Izin Mendirikan 

Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Ogan Ilir terus mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2016. 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir 

mendata, masih terdapat lebih dari ribuan bangunan di Kabupaten Ogan Ilir mulai 

dari rumah toko (ruko) hingga rumah warga dan kantor belum memiliki Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). Jumlah tersebut diperkirakan 37 persen dari jumlah 

total bangunan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, termasuk rumah, kantor dan 

ruko. Bangunan tidak ber-IMB yang dimaksud masih didominasi oleh rumah 

tempat tinggal pribadi atau non kompleks pemukiman yang dibangun oleh 

developer. Rumah-rumah tidak ber-IMB ini tersebar di seluruh kecamatan yang 

ada di Kabupaten Ogan Ilir, terutama daerah yang jauh dari pusat kota. 
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Melihat pentingnya surat Izin Mendirikan Bangunan ini tidak hanya sebagai 

suatu persyaratan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang lainnya, tetapi 

surat Izin Mendirikan Bangunan juga sangat penting bagi negara, demi 

tercapainya tertib hukum di bidang perizinan bangunan sehingga menjamin 

kepastian hukum. Maka perlu perhatian serius dalam upaya mensukseskan 

program ini. 

2. Pemberian pelayanan IMB memerlukan waktu dan prosedur panjang dalam 

pengurusannya 

Persoalan yang timbul saat ini adalah sulitnya mengurus izin IMB, sulitnya 

mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir membuat masyarakat 

yang hendak mendirikan bangunan banyak melanggar aturan yang ada. Pada 

realitanya banyak masyarakat yang membuat bangunan terlebih dahulu sedangkan 

mengurus Izin belakangan. Hal inilah yang sering dijumpai di lapangan. Selain itu, 

banyak masyarakat membangun rumah atau toko tanpa surat resmi kepada dinas 

yang bersangkutan. Apalagi masyarakat yang pemukimannya terletak jauh dari 

jalan utama. Masyarakat terlanjur berpikir bahwa berurusan dengan birokrasi pasti 

akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit dalam pelayanannya. 

Pemberian pelayanan yang memakan proses dan prosedur panjang, yang 

terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, juga menjadi 

indikasi masih rendahnya akuntabilitas dari birokrasi pelayanan yang ada. Sebagai 

unit pelayanan yang pada awalnya dirancang untuk memudahkan pelayanan 

masyarakat, pada kenyataannya justru cenderung memperpanjang proses dan 

prosedur pelayanan. Meskipun demikian, keberadaannya masih tetap dipertahankan 

karena merupakan program dari pemerintah pusat. 
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Kepala DPM-PTSP kabupaten Ogan Ilir, mengatakan Perda Retribusi 

perizinan yang ada sesungguhnya bermaksud agar masyarakat berminat untuk 

memiliki perizinan sebagai legalitas pembangunan yang tengah mereka lakukan, 

namun karena birokrasi berbelit-belit dan tidak dijalankan dengan sepenuh hati, hal 

ini merupakan salah satu penyebab masyarakat enggan melakukan proses perizinan, 

sementara kegiatan pembanguan tetap saja mereka lakukan, akhirnya PAD dari 

sektor retribusi perizinan menjadi rendah  

Apabila dilihat dari waktu penyelesaian yang memakan waktu yang cukup 

lama dan mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat, hal ini terlihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3 

Data Masyarakat yang Melakukan Pengurusan Penerbitan Surat Izin Mendirikan 

Bangunan Tahun 2016 

 

No Waktu Pelayanan Jumlah Pelayanan Persentase  

1 Pelayanan 12 hari 249 74% 

2 Pelayanan di atas 12 hari 89 26% 

Jumlah 338 100% 
 Sumber: DPM-PTSP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 

 

Dari tabel 3 dapat dilihat penyelesaian surat Izin Mendirikan Bangunan 

yang tepat waktu adalah 74% sedangkan penyelesaian pengurusan diatas 12 hari 

atau diatas dua minggu masih cukup besar yaitu 26% pada tahun 2016. Rata-rata 

pengurusan adalah 12 hari untuk mendapatkan IMB yang diterbitkan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini 

tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 

Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan 

dimana petugas memberikan tanda bukti pengurusan surat Izin Mendirikan 

Bangunan dengan ketentuan pengambilan kembali maksimal 12 hari setelah berkas 

diserahkan.  
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Berikut ini adalah rincian data penerbitan surat izin mendirikan bangunan 

pada tahun 2016: 

Tabel 4 

Data Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2016 

 

No  Bulan  Jumlah Surat 

Masuk 

Jumlah Surat 

Terbit 

Sesuai SOP Tidak Sesuai 

SOP 

1 Januari  42 42 31 11 

2 Februari  37 37 29 8 

3 Maret  28 28 23 5 

4 April  126 126 78 48 

5 Mei 2 2 2 - 

6 Juni 31 31 20 11 

7 Juli 7 7 7 - 

8 Agustus 22 22 19 3 

9 September 6 6 6 - 

10 Oktober 13 13 12 1 

11 November 9 9 9 - 

12 Desember 15 15 13 2 

Total  338 338 249 89 
Sumber: DPM-PTSP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 

3. Adanya diskriminasi dalam pelayanan oleh aparat atau petugas 

Rendahnya akuntabilitas pemberian pelayanan publik oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Modal Serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat juga dari banyaknya kasus yang dialami oleh 

masyarakat pengguna jasa. Masalah prosedur pelayanan yang banyak merugikan 

masyarakat pengguna jasa. Seperti yang diungkapkan beberapa warga Indralaya 

yang minta namanya tidak ditulis memberikan tanggapan, bagi perusahaan yang 

beroperasi di Kabupaten Ogan Ilir tetapi hingga saat ini belum memiliki perizinan, 

termasuk banyaknya bangunan ruko yang belum memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) oleh instansi terkait sudah saatnya dilakukan penertiban secara 

tegas, dengan tidak lagi memberikan peluang, sehingga terjadinya pelanggaran 

terhadap UU, PP dan Perda, apalagi melalukan kompromi pribadi main mata 
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dengan manajemen perusahaan, memperkaya diri sendiri, sehingga mengabaikan 

PAD. 

Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan masih terdapat 

adanya sikap atau disposisi petugas yang melayani kepentingan orang-orang 

tertentu yang memiliki kemampuan didalam finansial yang biasanya diprioritaskan 

atau lebih diutamakan, disamping hal tersebut masih adanya para calo atau makelar 

perizinan yang melakukan penjualan jasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

sehingga masyarakat atau konsumen tidak diberdayakan secara langsung didalam 

pengurusan perizinan dengan demikian masih kurangnya peran serta atau 

partisipasi pemberdayaan masyarakat. 

Berkembangnya budaya paternalistik dalam birokrasi sebagai variabel 

dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik elit politik, ekonomi, birokrasi 

dan anggota masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi, 

seringkali memperoleh kemudahan akses dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik. Diskriminasi pelayanan itu seringkali mengusik rasa keadilan dalam 

masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik. 

Kesempatan dan ruang yang dimiliki publik untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan publik sangat terbatas, sehingga banyak kebijakan dan 

program pemerintah tidak responsif serta mengalami kegagalan karena tidak ada 

dukungan dari masyarakat. 

Dari permasalahan-permasalahan di atas, terlihat secara keseluruhan bahwa 

pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Ogan Ilir hingga saat ini dirasakan belum sepenuhnya berjalan efisien dan efektif. 

Padahal perizinan ini adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha. 
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Permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir yang tidak efektif dan efisien ini, disinyalir dapat 

mengancam dan menghambat kegiatan investasi atau pembangunan ekonomi 

daerah. Karena investasi merupakan kunci pembangunan daerah serta memiliki 

kontribusi penting dalam perekonomian daerah. 

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul “Akuntabilitas Pelayanan 

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti 

dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

Bagaimana akuntabilitas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Ogan Ilir. 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Merupakan pengalaman berharga serta dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan sebagai masukan 

yang berkaitan dengan pengembangan ilmu serta dapat digunakan sebagai 

bahan perbandingan bagi penelitian di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak 

langsung, khususnya yang menyangkut akuntabilitas pelayanan publik di Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. 
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